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KABUPATEN MAJALEITGKA

TAIIUN 2OI2NOMOR: 1

PERATURAIY DAERAII I(ABUPATET MA*IAI,ENGI(A

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELITNJA DAERAII
KABUPATEN MA"IALTNGI(A TAHUN ANGGARAN 2OL2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (U
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun
2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja: Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2OL2 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD pada Bulan Agustus ZAIL.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2Ol2;

Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

c.

2.Undang-Undang. .......2
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpqjakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2AO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a9991;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
L994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara RepUblik Indonesia Tahun L994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 7997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 tahun 2OO0 tentang Pbrubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagrhan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahah Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2O Tahun 2OO1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun L999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOl Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  15O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42861;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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5.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO\
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 Sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tqntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangdn Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
Undang-Undang Nomor 27 Taht;rrt 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Ralryat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOg Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a3);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AA9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201,7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201-1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523a\
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Perat,uran Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L977 Nomor 11), sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O1O tentang Perubahan
Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 31)

Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a028l;

77.
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2AA7
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47121;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5o2l;

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2AlO tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OtO Nomor 11O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

22. Perat:uran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5771;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

, Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5871;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

I
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27. Perattxan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
46091 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a855);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2AA6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6Hl;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah,
dan Informasi Lapordn Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAT Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a693);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAZ tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOZ tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OOB tentang
Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ae72l;

35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O1O tentang
Pedoman Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
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36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLO Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20ll tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Guberrlur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2O9);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pa,iak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlD Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52191;

39. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLl tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlL Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52191;

4O. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang/Jasa'Milik Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun
2O1l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

41. Peraturrr, li".rteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2OLl tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7
tentans Pedoman Teknis Penselolaan Baranq Milik
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MEMUTUSKAI{ :

Menetapkan : PERATURAI{ DATRAII TEIITAIYG ANGGARAN
PTITDAPATAIT DAII BELITNJA DAERAII KABI'PATEil
MA.IALEHGKA TAHUIT AITGGARAN 2OL2.

ksal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan
perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 1.535.293.303.227,68
Daerah

2. BelanJa Daerah Rp. 1.543.199.503.227,68

Surplus/ (Devisit| Rp. (7.9O6.2fi),Ooo,OO1

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. L2.9O6.2O0.OOO,0O

b. Pengeluaran '{ Rp, 5.OOO.OOO.OOO,0O

Pembiayaan tretto Rp 7.9W.2AO.(XX)'(X)

Sisa Lebih
Pemblayaan Tahun

Berkeaaan Rp O'(X)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.9 I .7 05.264. OO8,00;

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.270.879.82O.55 1,68;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.172.7A8.218.668,OO;

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 10.859.OO0.OO0,OO;

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. L5.77 5.21 6.558,0O;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.3.676.831.45O,OO;

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah
Rp.6 1 .394.216.OOO,OO.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Bagr Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pqiak sejumlah
Rp. 1 O2.37 6.5A3.798,12;

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.1.038.755.O66.753,56;

c. Dana Alokasi Khusus $ejumlah Rp.|29.748.25O.OOO,OO;
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(a) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri jenis pendapatan :

a. Hibah Pemerintah sejumlah Rp.O,OO;

b. Dana Darurat sejumlah Rp.O,OO;

" Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.38.429.598.308,O0;

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.12.2O4.OO0.OOO,OO;

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
sejumlah Rp. 1 22.O7 4.620.360,00.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.959.418.060. 145,0O;

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.583.78 1 .443.A8'2,68.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr.rf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.9O9. 257.635. 1 45,00

b. Belanja Bunga sejumlah Rp.O,OO;

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,OO; '

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 5. 524. 425. 000,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.0,O0;

f. Belanja Bagr Hasil sejumlah Rp.1.861.0OO.0O0,O0;

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.42.275.OOO.OOO,0O ;

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.5OO.OO0.0O0,0O.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.7 6.469.236.205,OO;

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.205.064.754.663,72;

c. Belanja Modal sejumlah Rp.3O2.2 47 .452.21 3,96.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 12.906.20O. 0OO,O0;

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5. O0O. OO0.O0O,O0.
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, terdiri dari Jenis

Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp. 1 2.632.2OO.OOO,OO;

b. Pencairan Dana Cadangan sejrrmlah Rp.O,OO;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. O,OO;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.O,OO;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.27 4.OOO.0OO,00;

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.O,OO.

{3} Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.5.00O.0OO.O0O,OO;

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.O,0O ;

c. Pengembalian piutang sejumlah Rp.OuOO;

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.O,OO.

Pegal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan urus€rn Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;.

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan. Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

1 1. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
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L2. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaall APBD.

Pasal 7

1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancarlgan peraturan daerah tentang pembahan APBD.

2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memenllhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggar€Ln dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tgrsedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja daak terduga.

4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara:

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran bedalan; danf atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi
pendapatan atau selisih tebih realisasi penerimaan pembiayaan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

6) Ikiteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat {5) mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun artggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

7l Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
diformulasikan terletiih dahulu dalam DPA-SKPD.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OAT
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OOZ
tentang Pengawasan Peraturart Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahlun 20O9
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalafn APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Ta}:lun 2011
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL2;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol1
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

49. Peraturan Daerah Kabppaten Majalengka Nomor 8 Tahun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO5 Nomor 8
seri E);

5O. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 2, : Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 1);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2AO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 2);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2OO9 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Majalengka (I"embaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 5);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2OO9 Nomor loh sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 8 Tahurr 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 20ll Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
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9) Dalam hal keadaan
Pemerintah Daerah
€Lnggarcrnnya, dan
realisa.si anqlaran.
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darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD,
dapat rnelakukan pengeluaran yang belum tersedia
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan

Pasal 8

Apabila ad,a program dan kegiatan yarrg dibiayai dari dana transfer dan sudah
jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencarta Alam, DAK dan
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus atau spesifik serta pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainya, yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, maka sambil menunggu
perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu
melaksanakan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan
memberitahukan kepada pimpinan DPRD;

PasI 9

Apabila program dan kegiatan sebagaimarta dimakqud Pasal 8, terjadi setelah
perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 1O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangsal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Januari2Ol2

BI'PATI MA"IALEITGKA

Cap/ttd

ST'TRISITO

Diundangkan di Majale-Eh
p&da tanggal 31 Januari 2012

SEIIRBTARIS DAERAII

I(ABUPATEN MA"''ALEilEKA
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AI'T RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2Or2 NOI\{q& 1


